SALINAN

PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

NOMOR g TAHUN 2021
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tindakan pelecehan seksual merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan tujuan
pendidikan tinggi sehingga perlu pengaturan yang
mencegah dan menangani pelecehan seksual di
lingkungan Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta;

| b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Rektor Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta tentang Pencegahan dan
Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan
Universitas Pembangunan Nasional Veteran
| Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 1
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); |

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);




Menetapkan

N

4. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang

Pendirian Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 87 Tahun 2017 tentang Statuta
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1924);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

7. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 6 Tahun 2019
tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta,;

8. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan

Nasional “Veteran” Jakarta Nomor 7 Tahun 2019
tentang Kode Etik Dosen Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jakarta;

9. Peraturan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 34

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Rektor Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Kemahasiswaan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL VETERAN JAKARTA TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang

selanjutnya disebut UPN Veteran Jakarta adalah perguruan
tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik
dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika
memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan
profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Rektor adalah Rektor UPN Veteran Jakarta.

Fakultas adalah merupakan unsur pelaksana akademik yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
Pelecehan Seksual adalah kekerasan seksual yang dilakukan
dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain
yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan
terkait dengan hasrat seksual, sehingga mengakibatkan



10.

11,

12,

13.

orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau
dipermalukan.

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dilakukan
secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, sivitas
akademika dan tenaga kependidikan, dan negara), melalui
kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman,
aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-
laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi dari seluruh kebijakan dan program berbagai bidang
kehidupan dan pembangunan.

Korban Pelecehan Seksual, selanjutnya disebut korban
adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan UPN
Veteran Jakarta yang mengalami Pelecehan Seksual.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna
kepentingan penanganan Pelecehan Seksual.

Pelaku adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan di
lingkungan UPN Veteran Jakarta yang melakukan Pelecehan
Seksual.

Pelapor adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan
UPN Veteran Jakarta, keluarga korban, dan/atau orang yang
diberikan kuasa oleh korban/keluarga korban yang
memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai
tindakan Pelecehan Seksual yang ia alami, lihat, dengar,
dan/atau ketahui.

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi
dan/atau berulangnya Tindakan Pelecehan Seksual.
Penanganan adalah upaya yang dilakukan guna
menindaklanjuti adanya tindakan Pelecehan Seksual.
Sistem penanganan terpadu yang selanjutnya disingkat SPT
adalah sistem pelayanan dan penindakan yang dilakukan
secara koordinatif dan terintegrasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disingkat PPID adalah pengelola dan penyampai
dokumen yang dimiliki oleh badan publik.

Pasal 2

Pencegahan Pelecehan Seksual bertujuan:

a.

menjaga standar nilai moral dan harkat kemanusiaan di UPN
Veteran Jakarta serta melindungi sivitas akademika dan
tenaga kependidikan UPN Veteran Jakarta dari segala bentuk
Pelecehan Seksual; dan

mencegah terjadi Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh
dan/atau terhadap sivitas akademika dan tenaga
kependidikan UPN Veteran Jakarta.






